Badan Keuangan dan Bank SulutGo Gelar Diskusi FMIS dan Kartu
Kredit Pemerintah Daerah

https://infopublik.id/kategori/nusantara/711746/badan-keuangan-dan-bank-sulutgo-gelar-diskusi-fmis-dan-kartu-kredit-
pemerintah-daerah#

Kota Gorontalo, InfoPublik - Badan Keuangan Provinsi Gorontalo mengikuti diskusi
kelompok terpumpun Financial Management Information System (FMIS) dan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah (KKPD).

Diskusi ini diikuti Kepala Badan Keuangan Sukril Gobel, Kepala Badan Keuangan Kota
Gorontalo Nuryanto, Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo dan Direktur Operasional Bank

SulutGo Luisa Parengkuan.

“Diskusi di kantor pusat Bank SulutGo pada Jumat lalu dibuka Direktur Operasional SulutGo,”
kata Sukril Gobel, Selasa (14/2/2023).

Sukril Gobel menjelaskan pertemuan ini untuk menemukan keselarasan pemahaman regulasi
antara Pemerintah Daerah dengan Bank SulutGo, mulai dari pelaksanaan pembahasan
rancangan Peraturan Gubernur tentang tata cara penggunaan kartu kredit pemerintah daerah
(KKPD), penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah antara Badan Keuangan Provinsi
Gorontalo dan Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo juga difasilitasi oleh Bank SulutGo.

Sukril Gobel juga menyampaikan apresiasi atas kesediaan Bank SulutGo dalam memfasilitasi

diskusi ini.

la mengungkapkan pada tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Gorontalo menggunakan aplikasi
tunggal SIPD. Namun beberapa kendala untuk penatausahaan pengelolaan keuangan,
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Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengupayakan untuk dibahas bersama dengan Bank
SulutGo.

Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan amanat Permendagri 79 tahun 2022 yang

pelaksanaannya dimulai pada Januari 2023.

“Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menggunakan KKPD di setiap daerah
dan teknis penggunaan KKPD memang dikhususkan untuk pemerintah daerah,” tutur Direktur

Operasional Bank SulutGo Luisa Parengkuan.

Luisa Parengkuan mengungkapkan total limit pemegang KKPD tidak melebihi 40% dari uang

persediaan. Untuk limitnya ditentukan oleh bendahara umum daerah.

Sumber Berita:

1. https://infopublik.id/kategori/nusantara/711746/badan-keuangan-dan-bank-sulutgo-

gelar-diskusi-fmis-dan-kartu-kredit-pemerintah-daerah# [diakses pada tanggal 28 Februari
2023].
2. https://redaksisulut.com/wali-kota-marten-taha-hadiri-rups-bank-sulut-gosaham-

pemkot-sudah-345-miliar-di-bsg/ [diakses pada tanggal 28 Februari 2023].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah, pada:

a) Pasal 1 angka 4: Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD
adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja
yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu
dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu
yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan
kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran

secara sekaligus.
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b) Pasal 1 Angka 5: Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus
pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD
berdasarkan penetapan pengguna anggaran.

c) Pasal 1 Angka 6: Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan
satuan kerja perangkat daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah yang
ditugaskan kepala daerah melaksanakan administrasi penggunaan KKPD.

d) Pasal 1 Angka 7: Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai
negeri sipil daerah yang diberikan kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna
KKPD.

e) Pasal 1 Angka 19: Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi penerbitan
alat pembayaran berupa Kartu Kredit, yang dapat dilakukan sendiri atau melalui kerja
sama dengan bank lain.

f) Pasal 1 Angka 20: Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat
DPTKKPD adalah daftar hasil verifikasi PA yang memuat informasi nama pemegang
kartu, nomor Kartu, jenis belanja barang, rincian pengeluaran, pembebanan anggaran,
dan jumlah tagihan yang harus dibayar kepada bank penerbit KKPD.

g) Pasal 1 Angka 23: UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja
(limit) kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD.

h) Pasal 1 Angka 28: Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang
ditujukan kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan KKPD.

i) Pasal 1 Angka 29: Personal Identification Number yang selanjutnya disingkat PIN
adalah nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang menggunakan Kartu
Kredit, yang merupakan suatu kombinasi angka-angka yang dibuat oleh komputer
sebagai kode sandi khusus untuk keamanan dan kemudahan Pemegang KKPD dalam
melakukan transaksi.

j) Pasal 1 Angka 30: Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat dengan
NPD KKPD adalah surat persetujuan PA/KPA untuk pembayaran belanja
menggunakan UP KKPD yang diajukan oleh PPTK.

k) Pasal 2:
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(1) KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa

penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui

mekanisme UP.

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan:

a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan
pemakaian yang lebih luas;

b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima
pembayaran secara elektronik melalui mesin electronic data capture atau
media dalam jaringan;

c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan
atau fraud,

d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash;

e. efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan
UP; dan

f. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya
penggunaan UP KKPD.

I) Pasal 3:
Dalam penggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD mempunyai tugas dan wewenang:

a.
b.

menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD;

melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah
dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;

menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk menetapkan Pemegang
KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan usulan PA;

menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD;
menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai berita acara serah terima
KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD;

menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan
KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKPD;
memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan limit belanja KKPD dari
Pemegang KKPD;
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j.  melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu;

k. menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam hal terjadi
penyalahgunaan KKPD;

I. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah atas permohonan perubahan
proporsi besaran UP KKPD;

m. memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan dispensasi
perubahan besaran UP;

n. menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembayaran dengan KKPD;

0. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk memberikan surat teguran
dan/atau pemotongan besaran UP KKPD;

p. menerbitkan surat penarikan KKPD;

g. menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dengan
tembusan kepada Pemegang KKPD;

r. melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKPD
agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran;

s. menetapkan standar operasional prosedur terkait norma waktu penggunaan,
penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan;

t. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, surat
persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD, jumlah dan
total limit KKPD yang disetujui oleh Bank Penerbit KKPD, ringkasan belanja dan
pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan

u. menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembayaran dengan KKPD secara triwulanan, semesteran dan tahunan secara
triwulanan kepada kepala daerah.

m) Pasal 18:

(1) KKPD terdiri atas:

a. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal;
b. Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas.

(2) Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran;
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o

belanja pengadaan bahan makanan;

belanja barang untuk persediaan;

a o

belanja sewa;

@

belanja pemeliharaan;

=h

belanja bahan bakar kendaraan dinas;

belanja modal; dan

= @

. belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan
produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan koperasi.

(4) Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi komponen pembayaran transport, penginapan,
dan/atau sewa kendaraan.

(5) Jenis KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan limit penggunaan KKPD
untuk keperluan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
ditetapkan dalam keputusan kepala daerah

Pasal 19:

(1) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan
dengan nilai belanja paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran.

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
transaksi katalog elektronik, toko daring, dan PLSE yang disediakan oleh lembaga
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah.

(3) Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar sarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) penerima pembayaran
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja barang dan jasa serta belanja
modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah)

(5) Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinas jabatan
untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh
juta rupiah).
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(6) Total batasan limit belanja KKPD pada SKPD paling banyak sebesar UP KKPD
yang telah disetujui PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2).

(7) Total besaran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD dalam 1 (satu) tahun tidak
melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD.

(8) Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu jenis belanja
yang bisa dibayarkan melalui UP.

0) Pasal 21:

(1) PPKD selaku BUD menunjuk bank yang menjadi penempatan RKUD sebagai
Bank Penerbit KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bank Penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank yang
sama dengan bank penempatan RKUD.

(3) Berdasarkan penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku
BUD membuat perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD.

(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a. definisi;

b. tujuan perjanjian kerja sama;

c. ruang lingkup perjanjian kerja sama;

d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas kredit
(credit line) SKPD;
hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank Penerbit KKPD;
tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;

jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak;

o «Q @

penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;
I. jangka waktu perjanjian;
j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;
k. alamat dan wakil para pihak;
I. Surat Referensi;
m. keadaan kahar (force majeure); dan
n. kerahasiaan informasi/data.
(5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh
PPKD selaku BUD dan pejabat Bank Penerbit KKPD.
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